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BAB I
KETENTUAN UMUM

 Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;

penyelenggara Pemerintahan Daerah
Bupati adalah Bupati Tegal

4. ,Dewan Perwaknlan Rakyat Daerah yang selan;utnya dvsebut DPRD - adalah
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah

_ Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di nnqkat
Kecamatan dalam Kabupaten Tegal

yang betwenang untuk mengatur dan mengurus ‘kepentingan masyarakat
‘setempat; berdasarkan ‘asal-tisul-dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repubhk Indonesia ;

* Pemerintahan Desa adalah penyelenggaradn urusan pemenntahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratin Desa ‘dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat,. berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati- dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia ;

desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;

' Lyelenggara pemenntahan desa ;
si . Dana- Desa. yangs selanjutnya dlsebut ADD adalah dana yang

gian dana perimbangan keuangdn pusat dan daersh yang diterima oleh
upaten/Kota ;

aran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya dnsmgkat APB Desa

Pemerintah Daerah “adalah Bupati dan Perangkat ‘Daerah sebagan unsur

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memihkt batas~batas wslayar |

“Badan Permusyawaratan Desa yang seianjutnya disingkat BPD adalah lembaga
-yang merupakan perwuiudan demokrasi dala:n punyeleliygaraan pemerintahan -

emenntah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagal unsur |

mlokasnkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk desa, yang bersumber dari




Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh BPD
- bersama Kepala Desa. _ i

_ BAB II
MAKSUD DAN 'l JUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

kasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa
am melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 3

juan Alokasi Dana Desa adalah untuk :
Meningkatkan penyelenggara n pemerintahan desa dalam melaksanakan

~ pelayanan pemenntah pembangunan dan kemasyarakatan sesuai
kewenangannya ; : '

Memngkatkan kemampuan embaga kemasyarakatan di desa dalam
perencanaan, pe!aksanaan dan pengendahan pembangunan secara partisipatif
sesuai dengan potensi desa ;

Meningkatkan pemerataan pe‘ patan, k&sempatan bekena dan kesempatan
berusaha bagi masyarakat desa |

Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

BABHI
PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

diberikan kepada|Desa secara proporsional paling sedikit 10%
ratus) dari dana: penmbangan keuangan: pusat dan daerah yang
bupaten untuk Desa yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan
m ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai.




““a. Telah melaksanakan penarikan Pajak Bumi dan Banguran (PBB) sesuai Jadwal
waktu yang ditetapkan ;

. Telah menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perhitungan APB
Desa tahun anggaran sebelumnya ;

Kepala Desa telah membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
dan telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat ;

Téla_h menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD)
Pasal 6

1) Kepala Desa bersama BPD membuat Peraturan Desa tentang Komitmen
Penggunaan Alokasi Dana Desa yang dijalarkan secara pamsnpatxf transparansi
dan akuntabilitas.

2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa disusun melalui mekanisrne
Perencanaan Partisipatif ;

h. adanya keterlibatan masyarakat desa secara luas dalam proses pembuatan
keputusan sampa; dengan evaluasi ;

Transparansu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa masyarakat
dapat mengetahui secara terbuka semua informasi yang berkaitan dengan
. perencanaan, penggunaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa.

Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hahwa setiap dana
. yang diperoleh dan dipergunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

: BAB IV
. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 7

kasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan secara langsung
‘_Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, denqan ketentuan 30% (tiga
per seratus) digunakan untuk biaya operasional dan 70% (tujuh puluh pes
)-digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

unaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antaré Pemerintah Desa, BPD dan
ra‘kgt_ yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang




pasal9

”iAlokasc Dana Desa untuk. btaya operasuonal sebesar 30% (tnga puluh -
sebagalmana d:maksud Pasal 7 terdm dan

r 65 % d:aiokasnkan untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .
ya operas«)nal desa ‘

besar 12 5% dialokasikan untuk bantuan operas;onal BPD;

Pasal 10

aan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar
yv.(tujuh puluh per seratus) sebagaimana dimaksud Pasal 7 dapat digunakan

mbangunan prasarana Pemenntahan Desa;

mbangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa;

rogram pengentasan’ kemtskman masyarakat Desa; -
_ berian‘bantuan moda: ‘bergulir bagi usaha ekonomi kerakyatan, S

berian bantuan peningkatan ketrampulan warga dalam mengembangkan'
ustri rumah tangga; -

embangan kesenian, budaya setempat yang menun]ang kepanwxsataan
biayai pelaksanaan kewenangan desa '

tuan-terutama bagi desa yang tidak mempunyai tanah kas desa
mbangan Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa e
katan keqasama antar desa yang telah dsbuat masmg-masmg

yai operasional Tenaga "iiéndamping Al‘oka_s_i Dana Desa.

atan pelatihan, pembmaan pembeka!an atau keg:dtan Iam dalam rangka S
lngkaﬂ(an kualitas Sumber Daya Manusua (SDM) bagi aparat pemenntah desa; "

bila dlpandang pertu desa dapat membeh tanah kas desa sesua_u dengan e



(2) Penggunaan:Dana. Cadanqan l”)or q:bagaimana ,dimaksud pada ayaf (1) harus:
. tm.ndapdt pu&.lu;uun UPU ,
(3) Dana Cadangan Desa sohaqmmana dnmaksua pada ayat (1) digunakan untuk

kebutuhian - inendesak  dalaim  penyelenggaraan punucnt.ahan punbangunan
* dan kemasyarakatan yang belum d:anggarkan dalam APBDes. - '

(4) Dana Cadangan ‘Desa yang tidak digunakan merupakan sisa lebth dan harus
dlmas kkan ke dalam pendapatan @hun berikutnya.

: BAB V _
INSTITUSI PENGELOLA ALOKA&[ DANA DESA

Pasal _12 :

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk insi . yong mempunyai tugas
untuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten pt:nddmpmgdn di bngkat Kecamatan
dan pelaksana di tingkat Desa.

 pasal 13

_Pemben' _ka,, Susunan Orgamsasu dan Tugas Tim Fasmtasu Alokasi Dana Desa
upaten dan Tim-Pendamping Aloka5| Dana Desa. sebaganmand dimaksud -

4) Tugas Tim Pelaksana Alokasn Dana msa ngkat Desa dalam Pengelolaan
Alokasu Dana. Desa antara lain sebagai. berikut. : ,

S .. Melakukan o mus

- penggunakan Alokasi ‘Dana Desa dan dituangkan dalam

‘Pembangunan dengan- berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka -
-Menengah Desa dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa . -

ssyawarah dengan masyarakat dalarp menenh:kan



L M:' akukan pencataﬂn dan pembukuan semua penerimaan dan pengeiuaran ’
kcuangan dari Alokasi Dana Desa ;

. Membuat laporan tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dlserahkan
- kepada Kepela Desa sebagai Penanggungjawab Tim Pelaksana Alokasi Dana
o .Desa

_Pasal 15

) ._Untuk mendukuno pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang ber daya guna dan berhasil |

2 o guna d:angkat Tcnaga Pendampmg atau Fasnhtabor yang ditempatkan di Desa-desa.

o ""_,',‘_Btaya opera5'°"a' untuk ‘Tenaga Pendampmq atau Faslhtator dtbebankan pada

| Alokasn Dana Desa

-“;,Pengangkatan dan tugas Tenaga Pendampmg atau Fasilitator sebagaimana

e v-dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

 BABVI
- PENENTUAN BESARNYA ALOKAST DANA DESA

o Pasai 16

_»_,.,Tm Fas:htasn qukat Kabupaten mempunyai kewenanqan untuk menentukan jenis ;

. ‘dan Jumlah varuabcl serta angka bobot masing-masing variabel ;

___,_._.;_-Dalam mela, :anakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasa! 16 ayat (1)

- r imbangan - dan anelisa secara mendalam kaitannya dengan
~perubahan varlabel dan-angka bobot pada setiap tahunnya dalam bentuk konsultas
_pubhk yang mclibatkan unsur-unsur di luar Pemerintah.

Pasal 17

1) Rumus penentuan besamya Alokasz Dana Desa berdasarkan asas merata dan add

‘a. Asas Merata adalah besamya bagian Alokasi Dana Desa yang sama unttuk setnap
L desa yang selanjutnya dnsebut Alokasi dana Dcsa Minimal (ADDM)

| b Asas Ad:l ‘adalah besarnya’ Alokasi “Dana - Desa yang dlbag;kan secara

.proporslonal untuk sctiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang

' ;-..;_,,f:dlhltung dengan rumus dan variabel tertentu, yang selamutnya disebut Aloka "
Dana D¢sa Proporssonal (ADDP)




(BDx) adalah nilan yang d:tentu!tan berdasarkan beberapa
“nden ' -

. ndependen terdiri dari Variabul Independen Utama dan Variabe!
n Tambahan :

fabe Independen Utama, yastu vanabel terpanting yang ditujukan untuk
ngurangi kesenjangan kesejahteraan rhasyarakat dan pelayanan dasar
n -antar -desa-. secara bertahap dan mehgatasi kemnskman struktural
\ arakat dn Dasa meliputi :

emiskinan.
- Pehdldtkan Dasar
‘esehatan
Keterjangkauan

riabel Independen Tambahan, yaztu vanabel yang dxtambahkan oleh
ing-masing daerah yang ditujukan ‘sebagai instrumen peritbeda untuk
gurangi kesenjangart. antar Desa .dan peningkatan motivasi aparatur
~dalam melaksana&an pembangtman di D&a. Varabél Independen
Tambahan meliputi ;. & '

= Jumiah Penduduk -

- Luas Wilayah

- Penerimaan PBB

- Luas Tanah KasDesa SR A |
mber data variabel menggunakan data resmi dari Institusi Pemeriritati yang

H‘

* Nilai Bobot Desa untuk’ Desa 2
Angka bobot masmg masmg vanabel
= Koeﬁ&xen Vanabei per’tama “kedua, dst.

S

bobc;t 4
" bobolt 3
bobot 2
“bobot 1

T

I

arang ‘pem‘;mg '




- Anﬂkﬂnﬁb‘)t (a) =
| - Bobot/Imi Babot

4 0,2
3 0,15
1 | 0,05
1 0,05
L 008
2 0,1
a_ 02
20 1,00

Num Km’lucn Vumlw! Pcnonm KLdUd dst., unluk Dchx
=" Jumiah Anqka Vanabel Pertama, Kedua dst., untuk Desa X
~=Jumlah Angka Vaiiabel Pertama, Kedua dst., untuk

" seluruh Des sa di Kabupaten Tegal -

BAB VII

pmcemw&u

vlolaan Kmmnqan alokasi

 Pasaito

dana drusa mvrupakan baqmn yang tidak

p:sahkan ddn pengelolaan kuuangan desa dalam APB Desa.

uk nwnq«»k'knlkan (k*l.nkr..m.mn m*mhanqmmn dibentuk  Tim P('lakf.an..
n dengan Keputusan kepala Desa.- o

m. Pt.lak.,ana J'bagdl'nana dmmk:,ud ayat (?) h(rhmqqung jdwab knpada _

winan - Knnngg()lﬁ'é»‘n Tim l'('_e"dirif_mrlm’i Ketua, ""S(%kr'(*.f}lr’ifi,' Bendabara dan
ggota, dengan keanggotaan maksima! berjumiah 11 (sebelas) orang

Pasal 20

k vmenenma Alokasi Dana Desa, Desa mcmbuka rekenmg di Iembaoa '
nyan rmilik ;x-mcmv ah yang dllunjuk '

;_hara’ Desa/Bendohara  Tim Pelaksana Alokasn Dana. Désa dalam<
irkan dana wajib sepengetahuan Kepala Desa. '




Desa bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan alokasa
csual dengan ketentuian yang berloku. :

g aan Dana yang dikelola oleh Tim ‘Pelaksana “harus sepengetahuan
nggungjawab Pelaksana danfatou chald Desa. v

_ o BAB Vil :
PELAPORAN ALOKﬂSI DGNA BESA

 pasal .21

el poran Alokast Dana Dt,sa dlperlukan dalam;anoka pt_ngendallan dan untuk

engetahui perkembanqan proses péngelo aan dan’ penggunaan Alokasi Dana |

iap Tahap Pencairan Alokasi Dana Desa, ﬂm Pelaksana Alokasi Dana Desa

arus membuat laporan’ ‘pertanggungjawaban penqgunaan Alokasi Dana Desa’

g telah dicairkan pada tahap sebelumnya.

sporan  pertanggungjawaban sebagarmana dimaksud ayat 2) dlserahkan

pada Kepala Desa sehagai penanggunq;awab pelaksanaan Alokasn Dana’

mn penanggungjawahan sebaganmand dnmaksud ayat (2) mempakan ,
ian ddﬂ laporan pe'hitungan APB Desa

Jer ﬂkcg!atan yang Jedang duak.,anakan o
Pencapaian sasaran dan target yang sedang dnlaksanakan .
salah yang dihadapi

kat partisipasi masyankar dalam setiap keglatan i
sil"akhar penggunaan Alokasi Dana Desa.

pertanggungjawaban  disampaikan oleh  Kepala Desa kepaca
; k_at secara luas daiam kegiatan musyawarah tingkat Desa |

sertanggungjawaban: dan -Berita- Acara dikirimkan oleh Tim. Pelaksana
kat Desa dnketahun oleh Kepala D&sa kepada Tim Pendamping ngkat -

ing hngkat Kecamatan membuat lapomn dari seluruh laporan
ilayahnya- danmelaporkan: kepada Bupati Cq.. - Tim- Fasiiitasi




. BABIX
~ PENGAWASAN

Pasal \.2?.

e !’(.ldk.,unudn dan Penggunaan Alokesi l)ana UL.»d SCCHTa tung ung
n oleh BPD dan masyarakat desa.

wasan datam bentuk monitoring don evaluasi diloksanakan  oleh im
itasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Pengawas Dacrah selaku pengawas fungsional menjalankan pengawasan
adap pengaunaan dan peranggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa.

BAB X
R PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 23
b membenkan  penghargoan fomhadap  Desa yong  dinili
) asil/berprestasi dalam pengelolaan dan oenggi’magn ADD. ..
an keberhasilan/prestasi diloksanakan ';éh Tim Fasilitasi Kabupaten
n menggunakan indikator-indikator tectentyr
aor penilolon keberhasfon/prestan de oin ])mmclolddn ADD, yailu :
;emngkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD
ningkatnya  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  musyawarah
o ncanaan pembangunan, baik di tingkat RT/RW maupun tingkat Desa;

'g"utnya pengetahuan mdsyatakal tentang pc.rtanggung)awaban
qunaan ADD

" pian) prestasi dalam ;umg(_pm.m ADD, yaitu ;

ang didanai sesuai dengan yang direncanakan dalam APB Desa;
si-keuangan sesuai dengan yany ditargetian;

' apan tun.iq.'s kerja yang tinggi;

ya jumiah pencrima manfaat, terutame dari kelompok warga miskin;
itiye kunlnbu.,i um.,yuwknl dolumny nmndukung penugunaan ADD;



Pasal 24

) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah alokasi dana desa
tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara
~proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan kegiatan
_pembangunan yang bersumber dari alokasi dara desa secara partisipatif,
“transparan dan akuntanbel. ' ‘

Bagi siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana  korupsi dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari alokasi dana desa
~akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 25

ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
“mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan
patannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

itetapkan di S la w i
ada tanggal 2-2- - # -

APATEN TEGAL,

g_ YAWAN, SH, M.Hum




